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ABSTRAK

vlaraknva pelanggaran Hak Cipla tdak hanya dilakukan oleh masyarakat umuom
tetapi telah merambat didalam industri musik dan perekaman lagu, Sanksi
terhadap pelanggaran Hak Cipta dapat terlaksana apabila adanva kesadaran
hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat vang harus
mengetabul, memahami, dan melaksanakan Undamg-Undang Hak Cipla dengan
penuh rasa tanggung jawab. Permasalaban yang disngkat adalah bentuk tanggung
jawab perdata bagi pelanggar Hak Cipta lagu dan pencrspan sanksi perdata
terhadap pelanggaran Hak Cipta lagu di kota Padang, hambatan-hambatan dalam
menanggulangi pelangearan Hak Cipla lagu dan bentuk perlindunpgan hukum bagi
pelanggaran Hak Cipta lagu Di Kota Padang dan. Untuk menjowab permasalahan
tersebul  digunakan penelitian yuridis sosiologis vang bersifat deskriptif. Data
vang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data
vang dianalisis adalah studi dokumen dan wawancarm, Pengolahan data ediving
dan dianalisis secara koalitatil, Hasil penelitian dapat disimpukan bentuk-bentuk
pelanggaran Hak Cipta lagu di kota Pacdang vaitu Tanggung jawab perdata bagi
pelangpar Hak Cipla lage adalabh gantt migi. Pertanggungjawaban ini berdasarkan
Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 19 Tabhun 2002
Tentang Hak Cipla. Hambatan-hambatan vang dirasakan dalam menanggulangi
pelangparan Hak Cipta adalab kurangnya pemahaman atas Hak Cipta dan
kesadaran bukum masyarakat, pengedar, pencipla, produser rekaman dan aparat
penegak hukum. Bentuk perlindungan hukum bagi pelanggaran Hak Cipta lagu
bervpa upaya preventl dun uvpaya represif. Sebagai saran maka masyarakat
hendakaya tidak membeli barang bajakan, pemerintah beseria aparat penepgak
hukum bertindak tegas terhadap pelanggaran Hak Cipta, dan hendaknya pencipta
memiliki kesadaran dalam melakukan pendafiaran HAKL
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PENDAHULUAN

A,  Latar Belakang Masalah

Megara Indonesia adalah Negara Hukum dimana setiap hak dan kewajiban
warga negaranya dilindungi demi terciptanyva kepastian bukum uptuk keadilan
dan terwigudnya kesejahtersan seluruh warga negara Indonesia. Dirasakan perlu
memberkan perlindungsn lethadap bak dan kewajiban bagl warpa negara maka
dibuatlah Undang-Lindang secara tertulis oleh lembaga yang berwenang agar
mempunyal  kekuatan  hukum vang mengikat setelah  divndangkan  dalam
Lembaran MNegara. Undang-Undang sebagai produk hukum, bisa terlaksana
apabifa adanvs kesadaran dan warga negara itu sendiri baik penegak hukum,
maupun masvarakat yang mengetahui, memabami, melaksonokan, hokem it
dengan penub rasa tangpug jawab,

Muanusia sebagai makhluk sosial yang berakal, dalam hidupnya memiliki
inspirasi-inspirasi untuk melahirkan suatu karya cipla dengan menuangkan ide-ide
baru, yang berwujud konknit, vang dapat memberi mantaat ekonomi bagi orang
yvang bersangkutan, Penvangan ide vang mempunyai mantaal ekonomi tersebut
disebut dengan Hak Atas Kekayaan [ntefcktual. Sudah sepantasnya hasil cipiaan
itu perlu dilindungi dan mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah dalam

rangka  mehndungl  kepentingan  masyarakat.  Perhatian pemeriniab  dapat



diwupudkan  dengan  memberikan pengawasan  dan penangaman ferhamiop
pelanggaran. Dilain pihak aparat penegak hubum barus mengambil tindakan yang
tegas kepada para pelanggar.

Perkembangan vang pesal indusin musik pada umumnya dan karva cipta
lagu pada khususnya di Indonesia telab menimbulkon dumpak nepatil vaitu
lemahnya perlindungan bagi pencipta lagu, yang berakibat pelanggaran hak cipta
bagi mereka baik secara moral maupun ckonomis. Banvak pibak yang terkait
dalam pelanggaran Hak Clipla techadap pencipta lagu, baik vang dilakukan oleh
pithak-pihak dalam industri musik sendid  dan masyarakal luss.  Bentuk
perfindungan vang dibernikan kepada produser rekaman sebagai pemegang Hak
Cipta mencakup tiga unsur vang saling terkait vaitu adanya jaminan, kepastian
hukum. dan perlindungan hukum. Tujuan upayve penegakan hukum Hak Cipa
dimaksudkan agar industri musik &i Indonesia dapat berkembang lebib pesat lagi
dan dapat bersging &1 durma Inlermasional, Standar perlindungan Hak Cipta lagu
adalah © originafity (keaslian), crearivity (kreatilitas), fivation (perwujudan),
dengan keseluruhan perlindungan pada hak cksklusif, vaitu hak ekonomi dan hok
moral  yang melekal pads Hak Cipta vang telah terdafior,  Aspek-aspek
perlindungan hukum hak cipla ditujukan pada perlindungan hukum bagi pencipta
lagu dan produsen rekaman vang dikailkan dengan tanpggung jawab  bagi
pelangear berupa gant kerugian yang merupakan penerapan sanksi perdata dar

pelanggaran Hak Cipla lagu dan hubunganova dengan kesadaran  hukum
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masyarakat. Canti kerugian dimaksudkan sips hak scorang untuk mendapat
pemenuhan atas tuntutannya vang berupa imbalan sejumiah vang karena haknys
vang telah dilanggar ¢leh orang lain vang telah mengambil keuntungan dar
pelangparan Hak Cipta yang dilakukannya yvang berakibat merugikan pencipta
dan produser rekaman menoryl car vang digtur dan berdasarkan hukum dafam
undang-undang ini. Jadi kerugian tersebut harus benar-benar diderita secara aktual
dan dapat dihitung dengan sejumlah uang serta panti rugi tersebut dibebankan
kepada orang vang telah melakukan kesalahan vang disengaja dan kelalaian haik
sengaia maupun tdak disengaja kepada pihak yang dirugikannya. Undang-
Lndang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta sebagai revisi dan Undang-
Undang Hak Cipta sebelumnya dari segi pidapa juga telah memperberat sanksi
denda dan penjara. Disisi lain perlindungcan dari sepi perdata adalabh adanva
ketentuan penyelesaian senghketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif
penyelesman  sengketa dan adenyy  penctapan sementara Pengadilan  untuk
mengegah kerugian lebith besar bagi Pemegang Hak, namun dalam prakieknys
masth banyak pelanggaran yang terali,

Walaupun telah diberlakukan Undang-lUndang Nomor 19 Tahun 2002,
ternyata masih belum dapat mengatasi pelanggaran hak cipta hasil karya cipta
berupa lagu didalam pelaksanaannva masih ditemei ejadinya  pelanggaran-
pelanggaran terutama dalam bentuk pembajakan khususnva lapu. Pelanggaran

Hak Cipta dapat berupa perbuaton seseorang vang tanpa izin dari pemilik atau



pemegang hak yang sah melakukan perbanyakan alau pengandoan  dan
pengumuman sesuatu yang dilindungs Hak Cipta atau barang hasil perlindungan
Hak Cipta. Pelanggaran terhadap Hak Cipta telab berlanpsung dari wakta ke
waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan
dan mengurangl kreatifitas untuk mencipts. Dalam pengertion yang lehib loas,
pelanggaran tersehut jupa akan akap membahayakan sendi kehidupan dalam arti
seluas-luasnya pada kenyatsan vang terjadi pada Undang-Uindang Momor 19
Tahun 2002 sclama masa berlakunya undang-undang ind, pencipta khususnya atas
hasil karva cipta lagu belum juga merasakan Hak Ciptanya.

Ini dapat  dibuktikan  seiring  ilmue pengetashuan teknologi  telah
memungkinkan seseorang untuk melakukan pengumuman dan  perbanyakan
ciptaan tanpa izin pencipta. Apalagi adanya penerapan teknologi, semakin orang
melakukan pelanggaran produk rekaman vang saspat mirip dengan aslinya.
Pelanggaran terhadap Hak Cipta lagu ind banvak dilakukan terhadap produk
rekaman yvang berupa kaset, CD (Compect Disc). dan VCD (Fidéa Compaci
Dise), dun MP3,

Pelanggaran terhadap Hak Cipta banyak terjadi didaerah-daerah perkotaan,
tidak terkecuali di Kota Padang. D1 Padang pelangparan terhadap Hak Cipta lapu
dilihat dari perbuatan pedagang kaki lima vang secara lerang-terangan dan bebas
menjual kaset. CDL dan VCIN lagu dalam bentuk bajakan vang dijual dengan

harga yvang murah dari produk rekaman originalnyva, tanpa ada rasa takut terhadap



sanksi vang telah tercantum dalam Undapg-Undang Nomor 19 Tahun 2002,
Eeadaan seperti ini sangat merugikan perusahaan rekaman dan pencipia lagu.

Tanpa adanya perlindungan hukum vang memadai atas Hak Cipta lagu. akan
membaws dampak buruk bagi perkembangan kreativitas dan daya inovasi dari
pencipla khususnya pada industn musik di Indenesia, akan berdampak tercipta
iklim industei vang burok. Karena kerugian vang timbul akibal pelangpraran Hak
Cipta terasa besar oleh pemilik Hak Cipta maka diharapkan adanva penerapan
sanksi hukum yang dapal mengurang: atau menjerakan para pembajak dan
pelanggar Hak Cipta lainya. Pembenan sanksi hukum dalam ketentuan Undang-
undang Mo 19 Tahun 2002, tidak akan menjamin pelonggaran Hak Cipz dapat
berkurang, sejauh kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan kurang
menghargai hasil karya bangsa

Dampak dan kegiatan pelanggaran tersebut telah sedemikian hesarmya
terbadop tatanan kehidupan bangsa i bidang ckonomi dan hukum. Masuek akal
juga dalam pemikiran pencipta. untuk apa mencipla atan berkreativitas jika hasil
ciptaan mereka selalu dibajak oleh pibak-pibak vang tidak bertanggung jawab,
I3agi para pencipta keadaan tersebul semokin menumbubkan sikap apatis dan
sangat menurunkan gairah mencipta. Bagl para pelanpgar atay pars pembajak,
keadsan vang berlarut-larut fanpa adanya tindakan yang tegas, akan semakin
menimbulkan sikap babwa pembajakan sudah merupakan hal yang hiasa  dan

tidak lagi merupakan tindakan melangpar undang-undang,
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PENUTITP

Kesimpulan

Prari uraian vanp telah disampaikan penulis maka dapat distmnolbkan bahwae
Bentuk tangeuny pawab perdata hagi pelanpggear Hak Cipta lnen adalab gann
riei. Peranceungiawaban ind kerdasarkan Pasal 1303 KTH Pendats dan
Pasal 55 [Indang-lindang Nomor 19 Tabun 2002 Tentane Hak Cinta,
Hambatan-hambatan dalam menanggulangi pelangearan Hak Cipla lapo
adalah kuranenva pemahaman atas Hak Cipta dad prodoeser. pemasok,
pengedar procdik bapakan, masvarakat sebagai konsumen. aparal penepak
hokum.  pencipla dan produser rekaman.  dan perkembanpan ilnm
pengetahuan dan teknnlogi vang semakin majn.

Maka hentuk perlindungan hukum hagi pelangearan Hak Cipra lagn adalak
upava  dalam . menangeulangi  pembaiakan  rerhadap produk rekaman
dilakukan melaloi upava preventif herupa melaporkan dan mengirimkan
produk rekaman vane lelah dirckam dalam benmok kaser. 012 dan VT
kepada ASIRT lehih - mengontral - perekaman-perckaman - karva lagu
hertindak tegas atas perckaman vang dilakokan olel masvarakal nmom
untuk  kepentinpan  komersial ataupam kepentingan tertentn, melakakan

perlindungan Aerhadan produk rekaman denean jalan seperti memhberikan
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Freade Mark Seal it soam tandla. Toen dari nernsahaan st kodle resmi
maahrik pada setian VOTY arieinal serta membuoat tdissm ~Dilarine merekam
memnerbanvak dan menpedarkan Beu-laen dalam kaset O dan V1Y ind
tanna izin” mempromaosikan lapo-laen vane telah direkam dan dipeodoks
melalni media sepertt felevisi dan radio. meneeluarkan nroduk rekaman
arieinal dalam kemasan ekonomis menvertakan boons dalim bentok poster
nenvanyi tanda tanpan penvanyi atan f-shint padn setinp pembelian VOD
nrizinal  Tkan unava represif diberikan sanksi hani nelanpgear denean adanva
aanti Foi

Saran

Masvarakal hendaknyva tidak membeli barane hajakan,

Kenada  pemenintah heserta aparat penepak hokom lebih akiif lapd
melakukan razia atan penertibom kenada para pedasang kaki lima vanp
meniual kaset, CTVOTY bajakan dan hertindak tepas terbadap pelangearmn
Hak Cipta.

Henduknva pencipta memiliki kesadoran lulam melakukan pendafiaran
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